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ABSTRACT 

 

 

Land administration services are often inaccessible to the public, who have 

limited time during the week due to busy professional schedules, while civil servants 

only operate Monday through Friday. This situation poses challenges in providing 

responsive public services. Therefore, the Bekasi Regency Land Office introduced 

the Weekend Land Service (Pelataran) innovation as a solution to bridge the needs of 

the community with the limitations of the service system. This study aimed to 

determine the level of public satisfaction with the Pelataran service using a sequential 

mixed-methods approach, namely a quantitative approach through a questionnaire 

supplemented with qualitative data. The results showed a satisfaction index of 91.490, 

obtained from 50 respondents, categorized as "Very Good." Thus, the Pelataran at the 

Bekasi Regency Land Office is deemed effective and can be used as a model for 

public service based on community needs. 

 

Keywords: land administration, public satisfaction, public service innovation, 

weekend service, Pelataran. 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Masyarakat sebagai makhluk sosial memerlukan pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Pemerintah sendiri merupakan suatu 

organisasi yang berhak untuk menetapkan hukum dan juga bertanggung jawab dalam 

sebuah pembangunan negara. Untuk membangun negara agar semakin lebih baik 

pemerintah bertugas untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Sebagaimana 

yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (pada Pasal 

1) yang menyatakan bahwa “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik”. Tujuan utama dari pelayanan publik sendiri ialah untuk mencapai kepuasan 

masyarakat. Penilaian yang diberikan tentunya berpengaruh kepada investasi dan 

pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional (Mardiyanto & Ismowati, 2018). 

Dengan memperbaiki pelayanan publik sama dengan membangun 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang bertugas sebagai penyedia layanan 

(Sandiasa & Agustana, 2018). Kualitas pelayanan publik menurut (Supriatiningsih et 

al., 2019) bergantung pada sejauh mana penyedia layanan dapat secara konsisten 

memenuhi ekspektasi penerima layanan. Artinya, apabila layanan yang diberikan 

sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, maka layanan tersebut dianggap 

baik dan memuaskan. Sebaliknya, jika kualitas layanan yang diterima lebih rendah 

dari yang diharapkan, maka layanan tersebut dianggap buruk dan tidak memadai bagi 

masyarakat. 

Pelayanan yang diberikan biasanya cenderung rumit dan dipenuhi dengan 

berbagai alasan yang sulit diterima oleh masyarakat, sehingga proses pelayanan 

menjadi tidak efektif dan efisien. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sebagai 

pengguna layanan publik merasa tidak puas. Akibatnya, banyak dari mereka yang 

enggan untuk terlibat langsung dalam urusan birokrasi pemerintahan (Sapri et al., 
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2022). Reformasi birokrasi diterapkan sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik. Langkah ini merupakan strategi penting dalam 

membangun aparatur negara yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas- 

tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan 

utamanya adalah untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan demi 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal (Wibowo et al., n.d.). 

Salah satu lembaga yang aktif mendorong dan mengupayakan penerapan reformasi 

birokrasi adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(Kementerian ATR/BPN), seperti melakukan manajemen perubahan, penataan dan 

penguatan organisasi, penataan peraturan, penataan tata laksana, penguatan 

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan sistem manajemen SDM 

aparatur, penguatan kualitas pelayanan publik dan monitoring, evaluasi serta 

pelaporan. Sejalan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Riris et al., 2019). 

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 1 ayat (9) 

menyebutkan pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan data yuridis, dalam bentuk peta dan 

daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satu-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian sertipikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya. Pendaftaran tanah sendiri sangat penting karena memberikan 

kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki dengan tanda bukti terkuat yaitu 

berupa sertipikat bagi masyarakat, dan sebagai media informasi untuk pemerintah 

dalam mendata bidang tanah untuk administrasi pertanahan (Avivah et al., 2022). 

Namun, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dengan yang 

dimaksud dengan kepastian hukum menjadi salah satu faktor rendahnya minat 
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masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Selain itu, masyarakat juga beranggapan 

bahwa dalam pendaftaran tanah harus melalui proses yang rumit serta merogok biaya 

yang tidak sedikit (Rosmidah et al., 2023). Hal inilah yang menjadi tugas pemerintah 

sebagai birokrasi pemerintahan yang menyediakan pelayanan publik untuk 

memberikan penyuluhan tentang pentingnya kepastian hukum hak atas tanah dan 

pendaftaran tanah. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) sebagai salah satu pemerintahan birokrasi yang memiliki tujuan agar 

terciptanya birokrasi pemerintah dengan karakteristik profesional, integritas, kinerja 

tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani 

masyarakat, netral, sejahtera, berdedikasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dan 

kode etik aparatur negara dan juga penyedia layanan publik turut serta dalam 

merespon permasalahan ini dengan merancang inovasi yang bertujuan untuk 

memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran 

tanah. Inovasi yang dibuat yaitu Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program 

Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang diresmikan pada Rapat Kerja 

Nasional (Rakernas) tahun 2022 lalu. Layanan ini merupakan layanan pendaftaran 

tanah yang difokuskan pada hari Sabtu dan Minggu dengan tujuan memudahkan 

masyarakat yang bekerja untuk mendaftarkan tanahnya (Law et al., n.d.). Menteri 

ATR/Kepala BPN ke-14 Bapak Hadi Tjahjanto memberikan keterangan mengenai 

jenis pelayanan ini, dimana dalam keterangannya dijelaskan tentang siapa saja yang 

dapat mengakses pelayanan ini. Dalam penjelasan beliau diterangkan bahwa layanan 

ini hanya berlaku bagi pemohon yang memiliki tanah dan memohon langsung tanpa 

melalui perantara atau kuasa. Layanan Pelataran ini juga tetap dijalankan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat selama jam istirahat untuk menarik 

perhatian dan mengedukasi masyarakat sebagai pemohon langsung tanpa perantara 

bahwa pengurusan pendaftaran tanah tidak membutuhkan biaya yang mahal dan 

mudah untuk dilakukan (Monoarfa, 2021). 

Melalui Surat Edaran Nomor 12 /SE / XI /2014 tentang pelayanan hari Sabtu 

dan Minggu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
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Nasional Kabupaten Bekasi termasuk kedalam Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa 

Barat yang telah melaksanakan program pelayanan yang tersedia pada akhir pekan 

yaitu pada hari Sabtu dan minggu yang termasuk diluar jam kerja. Pelayanan 

Pendaftaran Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang ada menyediakan pelayanan 

permohonan balik nama, permohonan Roya (Hapusnya Hak Tanggungan), 

permohonan peningkatan HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dan pengecekan 

sertipikat (Monoarfa, 2021). 

Kabupaten Bekasi memiliki julukan sebagai Kota Industri karena merupakan 

salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Kawasan industri yang luas 

menampung berbagai perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Julukan ini 

mencerminkan peran penting Bekasi dalam perekonomian nasional. Adapun data 

penduduk yang aktif bekerja berumur 15 tahun keatas yang dikumpulkan oleh Badan 

Pusat Statistika Kabupaten Bekasi yaitu sejumlah 255.598 dari total angkatan kerja 

465.007 yang dimana jika dipresentasekan maka angka pekerja di Kabupaten Bekasi 

yaitu 81,92% yang dimana hal ini sejalan dengan target pemohon dari pelayanan 

Pelataran yang bekerja ketika hari kerja, dimana target Pelataran yaitu untuk 

memudahkan para pemohon yang hanya memiliki waktu luang diakhir pekan. 

Program Pelataran ini juga merupakan bentuk keikutsertaan Kementerian 

ATR/BPN dalam proses implementasi Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan 

yang baik). Penerapan prinsip Good Governance telah diatur secara hukum dalam 

Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

disebutkan “dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas 

desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pertanahan. Kementerian ATR/BPN, dengan mengutamakan pelayanan 

yang ramah, profesional, dan dapat dipercaya, telah memulai perubahan penting 

dalam sektor pendaftaran tanah, salah satunya melalui program pelayanan Pelataran. 

Setelah beroperasi sejak tahun 2022 dalam jangka waktu kurang lebih 2,5 tahun, 

program ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bekasi. Program Pelataran khususnya, telah mendorong perubahan positif 
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dengan meningkatkan efisiensi layanan pertanahan. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait persepsi dan tingkat kepuasan 

masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap layanan yang diberikan oleh program ini. 

Berdasarkan uraian diatas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: INDEKS KEPUASA MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN 

TANAH AKHIR  PEKAN  DI  KANTOR  PERTANAHAN  KABUPATEN 

BEKASI PROVINSI JAWA BARAT untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan yang ada di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bekasi dan melihat sejauh mana keberhasilan pelayanan tersebut 

berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 

B. Rumusan Masalah 

Pelayanan Pendaftaran Tanah Akhir Pekan sebagai salah satu inovasi 

Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan Pelayanan Publik menarik perhatian 

calon peneliti untuk meneliti: 

1. Berapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan 

pertanahan melalui Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi? 

2. Apa kendala dan solusi dalam Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bekasi? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengetahui berapa besar indeks kepuasan masyarakat terhadap 

inovasi pelayanan tanah akhir pekan. 

b. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bekasi terhadap Program Pelataran dan apa saja 

solusinya. 

2. Manfaat Penulisan 

a. Calon Penulis berharap dapat menambah informasi terkait Gambaran 

pelayanan tanah akhir pekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan 

menjadi sumber referensi untuk penelitian yang akan datang. 
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b. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai penyedia Layanan Masyarakat 

untuk terus berinovasi dalam layanan percepatan pendaftaran tanah. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Diperoleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bekasi, hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 91,490 dan 

termasuk dalam kategori Sangat Baik. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya pelaksanaan Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sudah 

berjalan dengan Sangat Baik. 

2. Terkait problematika yang dihadapi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 

dalam melaksanakan tugas Pelataran diharapkan mampu menjadi bahan 

pertimbangan dan bahan evaluasi agar pelayanan Pelataran pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bekasi dapat mempertahankan hasil yang telah dicapai. 

B. Saran 

1. Dari hasil IKM yang diperoleh maka, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 

diharapkan dapat menjadi contoh untuk seluruh Kantor Pertanahan lainnya dalam hal 

memberikan layanan kepada masyarakat. 

2. Untuk menambah minat masyarakat terhadap pendaftaran melalui Pelataran, perlu 

dilakukan upaya sosialisasi yang lebih masif, baik melalui media cetak seperti banner 

maupun media digital seperti media sosial, untuk memperluas jangkauan informasi 

kepada masyarakat. 
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